
 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab II, maka penulis 

dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengaturan mengenai praktik penahanan ijazah belum diatur dalam hukum 

ketenagakerjaan, Pengaturan mengenai praktik penahanan ijazah hanya 

diatur dalam SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. SE Menaker ini 

statusnya tidak dapat mengikat dan memberikan sanksi bagi perusahaan, 

karena karakteristiknya sebagai surat edaran bukan merupakan peraturan 

perundang-undangan. Pembuatan klausula penahanan ijazah bertentangan 

dengan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 dan tidak memenuhi 

empat syarat sahnya perjanjian kerja karena terdapat cacat kehendak serta 

tidak memenuhi klausula tidak halal. 

2. SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 bukan bentuk peraturan 

perundang-undangan sehingga konsekuensinya tidak bisa mengikat dan 

memberikan sanksi bagi perusahaan. Di Kota Surakarta kehadiran SE 

Menaker ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penegakan 

hukum terkait penahanan ijazah, karena di Kota Surakarta telah 

diberlakukan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur 

larangan penahanan ijazah dan telah disahkan lebih dahulu dibanding SE 

Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Keberadaan SE Menaker ini 
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memiliki pengaruh kepada pekerja untuk lebih melek hukum terkait 

penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan. 

 

 

B. Saran 

1. Untuk pemerintah, diperlukan pembaruan dalam UU Ketenagakerjaan 

ataupun peraturan pelaksanaannya mengenai pengaturan larangan 

penahanan ijazah oleh perusahaan. SE Menaker Nomor 

M/5/HK.04.00/V/2025 yang telah berlaku masih kurang maksimal untuk 

digunakan sebagai dasar hukum dalam mengatur dan memberikan sanksi 

bagi perusahaan yang melanggar. 

2. Untuk Disnaker, sebagai lembaga yang mengawasi dan menangani 

penyelesaian sengketa dalam hubungan kerja perlu ditingkatkan lagi dalam 

penegakan hukumnya terutama mengenai permasalahan penahanan ijazah. 

3. Untuk perusahaan, diharapkan tidak membuat perjanjian kerja yang 

memuat klausula penahanan ijazah terkhususnya perusahaan di Kota 

Surakarta. Jika ingin mencegah pekerja resign sebelum kontrak kerja 

berakhir dapat mencantumkan denda yang harus dibayar oleh pekerja 

apabila resign sebelum kontrak kerja berakhir. 

4. Untuk pekerja, perlu mencermati segala ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja terutama hak dan kewajiban yang dimiliki pekerja. Pekerja 

juga perlu mengetahui hal apa yang dilarang dalam peraturan perundang- 

undangan maupun peraturan pelaksanaan lainnya. 
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